anak dan ruang laktasi bagi narapidana maupun pengunjung dengan pemantauan
ketat dari LAPAS.

2. Peraturan mengenai tata tertib terkait anak dicantumkan dalam Peraturan
Tertulis. Untuk pelayanan kesehatan juga perlu adanya pembaharuan terhadap
peraturan perundang-undangan yang telah ada yang terkait dengan anggaran untuk

pelayanan kesehatan bagi narapidana di LAPAS.
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